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PENGANTAR

Dengan memanjatkan pujl svokur kehadirat Allah SWT, vang lelah melimpahkan
rabmat dan hidayahNva. sehingga kami dapat menyelesaikan Revio Rencana Stratepis
i Renstra) Pengadilan Negen Bangl 2015-2019,

Pengadilan Megen Bangil Kelas |B adalah pelaksana kekuwasaan kehakiman vang
berugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus
merupakan ujung tombak Mahkamah Apung sebagai lembaga peradilan tingkat pertama.

Penyusunan Rencana Stratepis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang
No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pada undang-undang
tersebul Bab V Pasal 15 discbutkan bahwa setiap Kepala Satuan kera wajib menyiapkan
raneangan Rensira sesual dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan Renstra dimaksodkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan
vang dilakukan Pengadilan Negeri Bangil agar terlaksana secara lebih terstrukiur, lebih terakur
dan tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra. tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan
atan perbaikan selama jangka waktu lima tahun vang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan
dan kebijakan vang berlaku. Oleh sebab itu Renstra Pengaditan Negeri Bangl tahun 2015-2019
perlu direviu untuk menvesuaikan dengan adanyva perubahan regulasi Mahkamah Agung serta
uniuk menyeseaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
0152019 Pemenntah Republik Indonesia,

Penyusunan Reviu Kedua Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2013-
2019 1 melibatkan seluruh komponen yang ada pada Pengadilan Negeri Bangil dan sucah
divpayakan secara optimal, Namun kami menvadan apabila masih ada kekurangan, maka tidak
memtup kemungkinan adanva perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebuiuhan dan
15u-i5u stratept vang berkembang serta priontas dan kebyjakan Pimpinan,

Semoga Reviu Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat umtuk mendukung
tercapainya Visi Mahkamah Apung, vaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang
Apung”
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1.1 Kondisi Umum

Pengadilan MNegen Bangil merupakan salah salu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di
lingkungan peracdilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, lentang
Kekuasaan Kehakiman dan Undang -undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,
dengan tugas pokok :

| Menenma, memenksa dan mengadili serla menyelesaikan setiap perkara vang diajukan
kepadanya, baik perkuara-perkara pidana dan perdata di tingkat pertama

1. Menyelenggarlkan administrasi perkara dan administrasi umnum lainnya

3. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan undang-undang,

Pengadilan Negen Bangil termasuk dalam wilayah hukum Penpadilan Tinggi Jawa Timur
dan daerah hukumnva meliputi Kabupaten Pasuruan dengan luas wifayah 41474 Km2, vang
terbag! dalam 24 kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 341 dan jumlah Kelurnhan
sehanyak 24

Pengadilan Negeri Bangil dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah
untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai
lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Struktur Orgamisasi Pengadilan Negen Bangil dapat dibihat pada Lampiran. Adzpun
jumlah pegawai dan jumlah tenaga honorer Pengadilan Negen Bangil berjumiah 37 orang
{data per-desember 2019) dapat dilihat pada matnk berikut :

1 | Ketm 1 Aktif
2 | Wakil Ketua 1 Aktif
3| Hakim 10 Alaif
4 | Panitera 1 Alctif’
5 | Sekretaris 1 Aktif




1. Mempakan Vrovost (kawal depan) dalam penegakan hukum diwilayah Propinsi Jawa

Timur,

[

Adanya Undang-UndangKeputusan Presiden vang mengatur kewenangan Pengadilan
Megen Bangil selaku pemegang kekuasaan kehakiman

3. Adanva Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran Mahkamah Apgung dan Direktur Jenderal
Badilum tentang kewenangan dan tata cama pelaksanaan kekuasaan kehakiman,

B. Kelemahan (Weakness)

1. Penvelesaian Perkam

Penyelesaian Perkara Upaya untuk meningkatkan produktifitns penyelesaian perkarma di
Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnva tidak pernah berhenti untuk memnghkatkan
pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilun, salah satunva adalah kebijakan
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mabkamah Agung No 2 Tahun 2004 Tentang
Penyclesman Perkara & Pengadilan Tingkat Pertams dan Tingkat Banding pada 4 {(Empat)
Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding
paling lambat 3 {tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5
(lima) bulan. Kebijakan tersebat, dijadikan acuan untuk membuat Standar penyelesaian perkar
di Pengadilan Negen Bangl adalah maksimal 5 bulan Dalam pelaksanaannya pada tahun 2018
kecepatan penvelesaian perkara mencapai target tang ditentukan, namun pelaksanaan tersebut
belum sepenubnya berjalan efeknf karena masih terdapat perkara vang penyelesaiannya lebih
dan 3 {lima) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, dan
eksekusi putusan. Dalam proses 1w diperiukan adanya jaminan bahwa prosesnyva berlangsung
cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal cerainty), akuntabel dan transparan.
Beberapa fakwr yang mendukung hal tersebut adalah | fakior substansi aturan, sumber daya
manusig, sarana dan prasarana, dan sistem informas. Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk
meningkatkan penanganan perkara & pengadilan adalah memanfastkan teknologi informast,
dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (S1PP) Mahkamah Agung, Sislem
Informast i telah menggunakan template putusan sehaga standar pembuatan putusan. Si5tem
Intormasi 1w juga digunakan sebagai monitonng penanganan perkara Pelaksanaan sislem
informasi im didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional
Prosedur} pengpgunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi imi bertujuan meningkatkan
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cfektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun pemanfaatan
teknologn imformasi dalam manajemen penanganan perkara masih belum maksimal karcna
masih banyaknya keluhan publik tentang akurasi informasi pada SIPP dan belum ada
kemampuan untuk mengontrol secara efektif serta masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan
ctos kerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi informasi ini;

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelavanan kepada masyarakat pencan keadilan tidak akan
terlepas dan penguatan sumber daya manusia batk yang terkail dengan icknis peradifan maupun
non tekms peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manuesia dibidang teknis peradilan
maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur
pengadilan bark bag hakim, panitera maupun juru sita. Bagl tenaga non lekms dilakukan
pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.
Selain itu dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan fit and propertest
untuk pola karir promos: jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia
seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan wkms dan non teknis peradilan, pola
kanr vang belum sesuan dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa
posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanva
cenderung rendah,

4, Fungi pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah sau faktor kunci untuk mengembalikan
kepercavaan publik kepada pengadilan. Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani
pengaduan Pengadilan Negeri Bangil mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung
dan Komisi Yudisial Nomor 02/PRMAIX20202PR/P KY/0920i2 temang Panduan
Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA Rl Nomor
OT6RMA/SK/V1/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan
lembaga Peradilan,

Pemvelesman Perkura

Masth ada perkara yang
penyelesaiannya lebth dam 5

. Surat Edaran Mahkamah Agung No 2
Tahun 2014 Temtang Penvelesaian
Perkara ¢ Pengadilon Tingkat Pertama
dan Tmgkat Banding padas 4 (Empar)
Lingkungan Peradilun

2. Standar Operasioinal Penyelesman
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C. Peluang (Opportunitics)

Perkara Pengadilan Negeri Bangil
| Mongjemen  penanganan | Masih banyaknys keluhan publik | 1. Pendigiplinan dalam hal pengisian SIPP
- perkara tentang ekurasi mformasi pads | 2 Perkembangan teknologi infonmasi yang
Sistem Informasi Perkara dinamis.
3. Dalam Cetak Biru 2010-2035 bahwa
teknologi informasi sebagai satah satu
4. Eegulasi Mahkamsh Agung vang
mendukung pelaksanaan SIPP
Sumber Dava Manusia + Masih lemahnya pemahaman |& Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non
terhadap  kebijakan ckmis | teknisdi Pengadilan
dam non tekmis peradilan {b. Fit and proper test dalam rangka
s Pola kanr vang belum sesuai promos jabatan
dengan kompetensi.
 Beban kerja belum mersia
vaitu ada beberapa posisi
yong beban kerjanys sangat
tinggi felapi beberapa posisi
lammya beban  kegjanya
cenderumg remndah.
Fungsi Pengawasan o Keterbatasan kualitas dan | 1. Peraturan Bersami Mahkaimah Agung
kumntitas  sumber  daya dan  Komis  Yudisaal — Nomor
mANRSia Pengawasin 02/PBMAIN201202/PRP.KY 0920
* Masih banyak masyarakat 12 Tentang Panduan Penegakan Kode
vang belum  memsahami Etik din Pedoman Perilaku Hakim
mekanisme pengaduan 2, Keputusan KMA Rl  Nomor
L OTEKMASE/VE2009 tentang
| petunjuk  pelaksanaan  penanganan
Pengaduan o lingkungan  lembaga
Peradiian.

Berikut adalah peluang-peluang vang dimiliki Pengadilan Negeni Bangil vang untuk

melakukan perbaikan ditinjau dan beberapa aspek




. Aspek Proses Peradilan

» Adanya Website Pengadilan Negeri Bangil vang memberikan mformasi kepada
masyarakat tentang alur proses berperkara proses persidangan

r Adanya Inovasi Cak Bangl, merupakan layanan pesan melalun WhatsApp vang
siap 24 jam melavani masvarakat yang membutubkan mnformasi. Mular dan lavanan
PTSP android, direktori putusan, jadwal sidang, informasi perkara, biaya perkara,
pengaduan, eraterang {Elekironik Surat keterangan), pelavanan pendaftaran perkara
perdata, tata cars pengajuan permohonan, gugatan sederhana, persvaratun bukt
surat, jenis permohonan yang dapat dhajukan, akts dibawah tangan, permohonan
vang dilarang dil.

» Adanya SIPP (Sistem [nformasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan Negen Bangil
yang memberikan  imformasi kepada masyarakat mengetahw  perkembangan
perkarn/proses persidangan,

2, Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

= Adanya tunjangan kinerja‘remunerasi secbagai motivasi dalam peningkatan kineras

» Adanya sosialisasi, bimbingan itekms, pelathan vang dilaksanakan Pengadilan
Tinggi Jawa Timur dan Mahkamah Agung RI serta instansi terkait untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek tertith administras: dan manajemen peradilan

» Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Jawa Timur
D, Tantangan vang dihadapi { Threats)

Bernkut adalah tantangan di Pengadilan Negen Bangil vang akan dihadapi dan harug
dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan

I. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
magih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir

vang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata vailu ada beberapa posisi
o



vang beban kerjanya sanpat tinggl tetapi beberapa posizi lainnya beban kerjanva cenderung
rendah.
2. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informas: menghambat tertibnya
pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat



2.1.  Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2015-2019 merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan vang terencena Jan terprogram
sacare sistemans melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap
sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisicns

Selanjumya Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebaga:
pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negen Bangil, vang
diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategs jangka panjang Mahkamah Apung vang telah
ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 20010-2035 dan diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPIPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan
dangka Menengah Nasional (RPIMN) tahun 201 5-2019 scbSagai dasar acusn penyusunan
kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinena dalam
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada
20152019

Adapun visi dari Pengadilan Negen Bangil adalah

*Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil vang Agung”™

Dalam rangka mencapai wisi, Pengadilan Negeni Bangil menctapkan misi vang
menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu !

. Menjaga kemandinan Pengadilan Negen Bangal
. Membenkan pelavanan hukum yvang berkeadilan kepada pencan keadidan
Meningkatkan kualias kepemuimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

LU
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. Memngkatkan kredibilitas dan transparansi ¢ Pengadilan Negent Bengil
2.2, Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapal visi dan misi Pengadilan Megeri Bangil seperti vang tclah
dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang

lehih terarsh dan operasional berupa perumusan tujuan strategs organisasi.



Tujuan strategis merupakan pemjabaran atay implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu | (satu) sampai 5 (lima) tahun. Mahkamah
Agung berusaha mengidentifikas: apa yang akan dilaksanakan oleh organizasi
dalam memenuhi wvisi dan misinva dalam memformulasikan lujuan strategis ini dengan
mempertimbangkan sumber dava dan kemampuan vang dimiliki Lebeh dan mu, perumusan
tujuan strategis inl juga akan memungkinkan Pengadilan Negen Bangil untuk mengukur sejaub
mana visi dan misi telah dicapal mengingat fujuan strategis diramuskan berdasarkan visi dan
misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat divraikan sehagai berikut:

I. Terwuudnya proses peradilan vang pasti, iransparan dan akuntabe!,

2. Pemingkatan efekufitas pengelolan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bag masyvarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Memngkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Berdasarkan  Keputusan  Ketus  Pengadilan  Megeri  Bangil  MNomor
W4 L21/5300/0T 01212020 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja tama Pengadilan
Megen Bangil maka Rencana Stratemis Pengadilan Negen Banml disinkromsasikan dengan
Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil dibawah ini :



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI BANGIL













Bangil. 17 Fehruar 2020
Panitera

A CAM FL.MH
NIP. 19610421 198103 1 002
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3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Bangil
Sesual dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI 2015-2019 seperti tertuang di
atas, sekaligus dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Negen Bangil vang
Agung”, maka Pengadilan Negeri Bangil menetapkan tujub sasaran strategis yaitu.
Terwujudnya Proses Peradilan vang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Peningkatan efektifitas pengelolaan penvelesaian perkara
Meningkatnya Akses Peradilan Masyarkat miskin dan terpinggirkan
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Meningkatnya Kinerja Aparatur Pengadilan
Memngkatnya layanan Pengadilan, dan
Memngkatnya Pengawasan

frd el

o
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3.2 Kerangka Regulasi

Dralam melaksanakan program prioritas pemennlah vang tertuang dalam RPIM tahun
2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerianlembaga maka kementerian /
lembaga dimaksud harus menetapkan kerungka regulasi vang dijadikan sebagai instrumen
gunga  pencapaian  sasaran  kelembagaan, Kerangka regulasm merupakan  perencanaan
pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku
masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tojuan bermegan,

Pengadilan Negeri Bangil sebagai satugn kerja yang berada di bawah Mahkamah
Agung dalam merealisasikan program pemenntah yvang dituangkan dalam RPJM tabun 2013-
20109 juga harus menctapkan kerangka regulasi, penctapan kerangka regulasi vang dibuat
Fengadilan Negen Bangil tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strateg
Mahkamah Asung Bernkut Matriks Kerangka Regulasi)

I



MATRIKS KERANGKA REGULASI

Sosaran Shategis
Terwu|udnya proses
peradilan yang pashi,
transparan dan akunhabel

2. Peningkatan elekiifitcs

pengelcloan
penyelesalaon perkara

—5-

Arah Kebijokan 2015-201%
Fermyelesaion ssluruh perkora
alay sisn pekan sebanyaE nol
pEETRCTT PO akhF Tahun

Eebutuhan Regulat
OF Penyelesoian Perkora

Fenanggung [awak
PAC el Hakirm dan Paniterns

[ Farnyalesalarn pedara lapat

[ wwaklu

p MeEningkotkan kualtos putusan SOP Penyslessan Perkera plajels Hokim dan panitera
| hakim,

B NMengikuiserckan hokim padao

diklat yang tekal yang

ks EMEar el WMol ko
AQUno
Majakukan pervedamanaar
S0P mangenal penpalcioan

e peletdian perkdnd.

eningkalnya Akses Perodl Panamiahan volume perkora BOP Penvelescian Perkoro Fonitena

asyarakal mizkin da proilea

rpingglirkan

eningkatmya Eepatuhane MMetakukan pemedemranoon.  ROP Penyelesaion Perkorg Fanitera
erhadop Pulusan Pengodilan S0P mangenal pehgaickoan
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31  Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Nepen Bangil sebapai salah satu penpadilan tingkat pertama dalam
melaksanakan tugas dan fungsinva harus didukung dengan struktur orgamsasi yvang kuat,
Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil dilaksanakan oleh Pimpinan dibantu dengan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan,

Susunan orgamsasi Kepamitersan dan Kesckretanatan Pengadilan Nepen Bangd
sehagni Pengadilan Neweni Kelas [ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organizasi dan Tata Kena Kepaniteraan dan Kesekretanatan
Peradilan. Berikut bagen struktur organisasi Pengadilan Negen Bangil ;
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Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahon 2015 tentang Orgamsasi dan Tata
Kerja Kepamteraan dan Kesekretanatan Peradilan, berikut rincian kedudukan, tugas, dan
fungsi Kepaniteraan dan Kesekretanatan Pengadilan Negen

Bagian Ketujuh
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 11

Pamagraf 1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 57

I. Kepanitersan Pengadilan Negeri Kelas | B adalah aparatur tala usaba pegara yang
dalam menjalankan tugas dan fungsinva berada di bawah dan tanggung jawab Kciua
Pengadilan Negen Kelas [ B.

2, kepaniteraan Pengadilan Negen Kelas I B dipimpin oleh Panitera.

Pasal 58

Kepaniternan Pengadilan Neperi Kelas [ B mempunyai fugas melaksanakan pemberian
dukungan di bidang tcknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang
berkaitan dengan perkara.

Pasal 5%

Dalum melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5% Kepaniteraan

Pengadilan Neperi Kelas | B menyelenpgarakan fungsi.

a. pelaksanaan koordinasi, pembinazan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam
remberian dukungan di bidang teknis;

. pelaksanaan pengelolasn administrasi perkara perdata;
pelaksanangan pengelolaan administrasi perkara pidana;
pelaksananaan penpelolaan administras: perkara khusus;
pelaksanansan pengelolaan administrasi perkara, penyajian daa perkara, dan
transparansi perkara;

f. pelaksanaan admimisirasi kepangan yang berasal dari APBN dalam program teknis
dan keuangan perkara vyang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-
undangan, minutasi, evaluas dan administrasi Kepaniteraan:
pelakzanaan mediasi,

- pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurisitaan; dan

1, pelaksanaan fungs lain vang dibenikan oleh Ketua Pengadilan Negen.

L = =

=g
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Pasal 61

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perdata.

Pazal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda

Perdata menyelenggarakan fungsi:

a4 pelaksanaan pemenksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata:

b pelaksanaan repistrasi perkara pugatan dan permohonan;

¢ pelaksanaan distnbusi perkara yang telah diregister unluk diteruskan kepada Retua
Majelis Hakim berdasarkan Penctapan Penunjukkan Majchis Hakim dan Kctua
Pengadilan,
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara vang sudah diputus dan dimimutasi,

e pelaksanaan pemberitahuan 151 pulusan tngkal pertama kepada para pthak vang tdak
hadir,

b pelaksanaan penyampaian pembentahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
pemnpavun kembali kepada para pihak;

g pelaksanaan pencrimaan dan pengiriman berkas perkama yang dimohenkan
banding. kasasi dan peninjauan kembali

h pelaksanaan pengawasan lerhadap pemberimhusn is1 putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menvampaikan relas penverahan s putusan kepada Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung;

. pelaksanaan penerimaan konsinvasi,

1. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi,

k pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
[etay,

. pelaksanaan penyerhan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada
Panitera Muda Hukum;

m. pélaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan

n  pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Panitera.

Pasal 63

Panitera Muda Pidana mempunvai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
prdana,

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda
Pidana menyelengparakan fungsi:

a. pelaksansan pemerksaan dan penclaahan kelenghapan berkas perkarn pidana;
b. pelaksansan registrasi perkama pidana;

1%



pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada
termohon;

pelaksanaan distribusi perkama yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua
Majehis Hakim berdasarkan Penctapan Penunjukkan Maiehs Hakim dari Ketua
Pengadilan;

pelaksanaan penghitungan, penyizpan dan penginman penetzpan penahanan,
perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;

pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penvitaan dan
penyidik;

pelekeanaan penerimaan kembali berkas perkara vang sudah diputus dan dimintasi;
pclaksanaan pemberitahuan isi pulusan tingkat pertama kepada para pihak yang
tidak hadir;

pelaksanaan penvampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak;

pelaksanaan penenmaan dan pengiriman berkas perkara vang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali,

. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan 151 putusan upava hukum

kepada para pihak dan menyampaikan relas penvernhan isi putusan kepada
Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;

pelaksansan pemberitahuan s putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum
dan Terdakwa:

pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara vang belum mempunyai kekuatan hukum

tetap;

. pelaksanaan penyerahan berkas perkara vang sudah berkekuatan hukum tetap kepada

Panitera Muda Hukum:

. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan
. pelaksanaan fungsi lain vang diberikan oleh Panitera



Pasal 68

Panitera Muda Hukum mempunyai tupgas melaksanakan penpumpulan, pengolahan
dan penvajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporin

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pamiters Muda
Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penvajian data perkars;

b.
C.

d

pelaksanaan penyvayian statisnk perkara;
pelaksanaan penyusunan dan penginman pelaporan perkara;
pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemehharaan arsip perkara;

e, pelaksanaan Kerja sama dengan Arsip Daerah antuk penitipan berkas perkara,
f. pelaksanaan penviapan, pengelolaan dan penyajian hahan-bahan vang

g
h.

berkaitan dengan transparansi perkara
pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakal, hubungan masvarakat dan;
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera
Bagian Keenam
Kesekretanan Pengadilan Negerni Kelas 1 B
Paragraf |
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 279

1} Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas 1 B adalah aparatur tatn usaha negara vang

dalam menjalankan tugas dan fumgsinya berada di bawsh dan bertanggung jawab
kepada Ketua Pengadilan Negen Kelas [ B.

2) Kesckretanatan Pengadilan Negeri Kelas I B dipimpin oleh seorang Sekretaris,

Pasal 280

Kesekretarsalan Pengadilan Negen Kelas | B mempunvar tugas melaksanakan
pemberian dukungan di bidang admimstrasi, orgamisasi, kewangan, sumber dava
manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I B

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, Kesckrelariatan
Pengadilan Negen Kelas | B menyelenggargkan fungsi:



a penviapan  bahan pelaksanaan wresan perencanaan program dan anggaran;
h. pelaksanaan urusan Kepegawaian;

¢ pelaksanaan orusan keuangsan,

d penyizpan bahan pelaksanaan penataan organsasi dan tats laksana,

¢ pelaksansan  pengelolaan  wekoolog mformas dan statistik,

f pelaksanaan urosan surat menyurat, arsip. perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan
g penyvizpan bahan pelaksanaan pemantausn, evaluasi dan dokumentas serta
pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negen Kelas [ B.

Paragraf 2
Susunan Orgamisas
Pasal 282
Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas | B, terdin atas:

a Subbagian Perencanaan, Teknwologi Informasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawuan, Orgamsasi, dan Tata Laksana.dan
€. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyal tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggeran,
pengelolaan teknolog informasi, dan statstik, seria pelaksanazn pemantauan, evaluas
dan dokumentasi serta pelaporan.

Pazal 284

Subbagian Kepepawaian, Organisasi. dan Tata Laksana mempunyi  lugas
mclaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisass
dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunvai tugas melaksanakan penyigpan
pelaksanaan wrusan sural menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,
keprotokelan, hubungan masyarakat, perpusiakaan, serta Pengelolaan Keuzngan



Linuk mewujudkan vise, misi, (wjuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negen Bangil

menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 20015 sampai dengan 2019) sebapai

berikut:
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Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeni Bangl memperoleh
alokast anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.



Rencana strategis Pengadilan Negeri Bangil tahun 2015-2019 diarabkan untuk
merespon berbagal tantangan dan peluang sesuar dengan luniutan perubahan lingkungan
stratepis, baik vang bersifat intemal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan
upaya untuk menggambarkan peia permasalahan, titik-tittk lemgh, pefeang tantangan,
program yang ditetapakan, dan strategis yanp akan dijalankan selama kurun wakte lima
tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan owt come yang diharapkan.

Rencang stretepis Pengadilan MNeperi Bangil harus terus disempurnakan dar wakiy
kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat ferbuka dari kemungkinan perubahan.
Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiaten dalam
melakukan peagukuran tngkat keberhasidan techadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan mnit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negen
Bangil memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arzh, tujuan dan
sasaran program sclama lima tehun vaitu 2015-2019, schingea visi dan misi Pengadilan
Megeri Bangil dapat terwujud dengan baik.
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LAMPIRAN

+ Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil Kelas |IB

« Matnks Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015-2018

« SK Tim Penyusun Rencana Strategis Tahun 2015-
2019 Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB
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MATRIK RENCANA STRATEGES TAIEN 2015 - 2019
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i, Mengetahui, Bangil. 17 Februan 2020
. Kehia Pengadilan Negen Hangil Panitera
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MUSTHOFA CAMAL
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR : W14.U2V/ 179 /OT.01.211/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT),

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN (PKT), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),
LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH) DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI

Menimbang

Mengingat

K

2,

PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019
A PENGADI EGERI L

Bahwa untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen
atas program/kegiatan dalam pencapaian visi, misi dan
fujuan organisasi selama tahun 2015-2019, dipandang
perlu membuat iImplementasi Rencana Strategis (Renstra)
berupa Rencana Kerja (Renja), Rencana Kera Tahunan
(RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (RKT), Indikator
Kinerja Utama (IKU), Laporan Tahunan (LAPTAH) Dan
Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018
serla melaksanakan surat Sekrelaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia No : 1604/SEK/OT.01.2M11/2019
tanggal 15 Nopember 2019 tentang penyampaian
Dokumen SAKIP,

Bahwa untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan proses
penyusunan dokumen tersebut periu  dibentuk Tim
Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua

Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor ;| 14 tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor @ 48 tahun 2008 tentang
kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang WNomor : 49 lahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor @ 2 tahun
1986 tentang Peradilan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor @ 8 tahun 2006 tentang
pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenntan,
Peraturan Presiden Nomor @ & tahun 2005 tentang
kedudukan fungsi struktur organisasi dan tata kerja.
Peraturaan Menteri Negara Pendayagunaan Aparalur
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor | 20 tahun
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
Paraturan Mentern Negara Pendayagunaan Aparaiur
Megara dan Reformasi BirokrasiNomor | 20 tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinera dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Memperhatika

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

B

a9

10.

Paraturan PresidenNomar - 29 tahun 2014 tentang System
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
PermanpanMNomaor ; 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tala cara Reviu
atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan
Megen Banagil

Surat  Sekretaaris Mahkaman  Agung  Nomor
1604/SEK/OT.01,.2/11/2019 tanggal 15 MNovember 2019
tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS | B TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PENYUSUNAN IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA), RENCANA KERJA (RENJA), RENCANA
KERJA TAHUNAN (RKT), PENETAPAN KINERJA
TAHUNAN (PKT), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU),
LAPORAN TAHUNAN (LAPTAH), DAN LAPORAN
KINERJA INSTANS| PEMERINTAH (LK|IP) TAHUN 2019

Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam daftar
lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas sebagai Tim
Penyusun Implemeniasi Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kerja (Renja), Rencana Kera Tahunan (RKT),
Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), Indikator Kinerja Utama
(IKW), Laporan Tahunan (LAPTAH), dan Laporan Kinerja
Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan MNegeri Bangil
tahun 2018,

Memerintahkan agar yang nama-namanya ditunjuk
tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan
baik dan penuh tanggung jawab, serta melaporkan
hasilnya kepada Ketua dalam waktu 1 (satu) bulan;
Keputusan ini mulai berdaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Bangil

Pada tanggal -13 Januar 2020
' NEGERI BANGIL
TUA

\IE,_38700715 1994037 003



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS | B

NOMOR - W14.U21/ 178 /OT.01.2/1/2020
TANGGAL 13 Januari 2020
INO] NAMA JABATAN | KETERANGAN |
1 | AFS DEWANTORD, KETUA PENGADILAN | PEMBINA
| |SHMH.  NEGERI BANGIL
2 | DELTA TAMTAMA, SH.MH | WAKIL KETUA KOORDINATOR
PENGADILAN NEGERI
BANGIL
3 | SUYOTO, SH. SEKRETARIS "PENANGGUNG
PENGADILAN NEGERI  JAWAB
_ BANGIL
4 | AFIF JANUARSYAH HAKIM PENGADILAN | NARA SUMBER
| SALEH, SH.MH NEGERI BANGIL |
5 | OCTIAWAN BASRI, HAKIM PENGADILAN NARA SUMBER
| SH.MH NEGERIBANGIL |
6 | MUSTHOFA PANITERA PENGADILAN | NARA SUMBER |
CAMAL,5H., MM | NEGERI BANGIL |
7 | AGUS HIDAYAT "PANMUD PIDANA NARA SUMBER |
WAHYUDI, SH | PENGADILAN NEGERI ii
| BANGIL
8 | DIVANTO WARDOYO, SH. | PANMUD PERDATA NARA SUMBER
| PENGADILAN NEGERI
| o maedge |
9 |IDASULISTYAWATI,SH. | PANMUD HUKUM "NARA SUMBER
 PENGADILAN NEGERI
L b e BANGIL .
10 | ROHMANA HANIK,SH. | KASUBBAG NARA SUMBER
KEPEGAWAIAN&ORTALA
PENGADILAN NEGERI
 BANGIL
11 | BUDI WALUYO, SH. "KASUBBAG UMUM & | NARA SUMBER
KEUANGAN |
PENGADILAN NEGERI
12 | AGUS RIYANTO, SH KASUBBAG 'NARA SUMBER
| PERENCANAAN, TI& |
PELAPORAN l
PENGADILAN NEGERI
BANGIL ]
- Bangil

: 13 Januan 2020
AN NEGERI BANGIL



